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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia 
Pemilihan Kecamtan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang 
menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara dibentuk oleh Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota 
Paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara;    
 
bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  57 ayat (2) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, 
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta 
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;  
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman 
Teknis Pembentukan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 
Tahun 2020. 
 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini 
adalah : 
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang 



Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran 
Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 
112/HK.02-SO/KPU/01/II/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
KabupatenPasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 atas 
perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 
112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 
Barat Tahun 2020. 
 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-
Kab/II/2020 ini diatur tentang : 

1. Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil 
Bupati Pasaman Barat 

2. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati 
Pasaman Barat 

3. Format Administrasi Seleksi Calon dan Format Keputusan Panitia Pemungutan 
Suara 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 12 
Februari 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 


